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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

7.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam beberapa bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Setelah dilakukannya penelitian, diperoleh bahwa tidak terdapat harta 

bersama antara Penggugat (Drs. Ruddy Tri Santoso, M.M.) dan Tergugat I 

(Dra. Budiati). Dengan demikian, Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 121 

yang tertanggal pada 26 Juni 1996 yang dibuat oleh Notaris Ruth Karliena, 

S.H. di Surakarta tetap berlaku. 

2. Setelah dilakukannya penelitian, diperoleh bahwa Hakim pada tingkat 

pertama hingga Hakim di Peninjauan Kembali tidak memberikan 

pertimbangan hukum mengenai siapa yang seharusnya menanggung biaya 

rumah tangga. 

Pada dasarnya bahwa isi Perjanjian Perkawinan yang telah berlaku tidak 

diperbolehkan untuk diubah, kecuali bila terdapat persetujuan dari kedua belah 

pihak, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat I yang disertai dengan bentuk 

perjanjian perkawinannya, yang mana hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan 

demikian, maka akan muncul perjanjian perkawinan yang baru diantara mereka. 

Misalnya seperti perjanjian mengenai persatuan keuntungan dan kerugian atau 

persatuan hasil pendapatan. 

Kasus posisi terjadi antara tahun 2010 hingga 2015, yang mana Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 belum ada dan baru 

dikeluarkan pada tahun 2016. Maka, pada saat Putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut belum dikeluarkan dan diberlakukan, harus tetap memberlakukan 

ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan. 
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7.2 SARAN 

Berdasarkan pemaparan Kesimpulan di atas, maka Penulis akan 

memberikan saran bahwa sebaiknya Para Hakim baik pada tingkat pertama 

maupun pada tingkat kasasi dapat memberikan pertimbangan hukum yang 

didasarkan pada Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Jika Penggugat (Drs. Ruddy Tri Santoso, M.M.) dan 

Tergugat I (Dra. Budiati) tetap ingin mengubah isi perjanjian perkawinannya, 

maka Penggugat dan Tergugat I diharuskan untuk membentuk perjanjian 

perkawinan yang baru. Misalnya seperti mengatur mengenai adanya persatuan 

hasil dan pendapatan. 

Apabila Penggugat (Drs. Ruddy Tri Santoso, M.M.) dan Tergugat I 

(Dra. Budiati) hendak mengikuti Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan 

Putusan Peninjauan Kembali, maka akan menggunakan Perjanjian Perkawinan 

yang telah mengatur tentang hasil dan pendapatan, yang mana hasil dan 

pendapatan terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu harta pribadi suami, harta pribadi istri, 

dan harta bersama dalam arti terbatas. Dengan demikian, Penggugat (Drs. 

Ruddy Tri Santoso, M.M.) dan Tergugat I (Dra. Budiati) harus mengubah 

terlebih dahulu bentuk perjanjian perkawinan di antara mereka. 
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